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TENTANG

PEMBERIAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN

Menimbang :

Mengingat

PERKOTAAN DI KABUPATEN LANDAK TAHUN 2022

BUPATI LANDAK,

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengelolaan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan
dialihkan ke Pemerintah Daerah;

bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah
Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, mengurangkan ketetapan
pajak terutang Dberdasarkan pertimbangan kemampuan
membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak;

bahwa sehubungan dengan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak
Bumi dan Bangunan Tahun 2019 yang mengakibatkan kenaikan
Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) sehingga berdampak pada naiknya pokok
ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
tertuang secara signifikan, maka dipandang perlu adanya
pemberian stimulus atau pengurangan otomatis atas besarnya
ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Tahun 2022;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Landak Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun
1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan



Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3970);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 25);

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor
5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57)
Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten
Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah
Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019
tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun
2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak
Nomor 86);

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak
(Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 97);

Peraturan Bupati Landak Nomor 48 Tahun 2014 tentang Standar
Operasional Prosedur Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Landak
(Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2014 Nomor 270);

Peraturan Bupati Landak Nomor 58 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak
(Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 778);
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18. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 28 Tahun 2021

tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Landak Tahun 2022
(Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 749).

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN STIMULUS PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI
KABUPATEN LANDAK TAHUN 2022

Pemberian Stimulus Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan
Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
berupa pengurangan otomatis terhadap besarnya ketetapan PBB-
P2 terhutang Tahun 2022 akibat penyesuaian NJOP dan berlaku
untuk semua objek pajak PBB-P2.

Besarnya pemberian stimulus sebagaimana dimaksud Diktum
KEDUA dihitung berdasarkan formulasi :

Stimulus = PBB-P2 Tahun 2022 - (PBB-P2 2021 x 110%)

Keterangan

Stimulus : Pengurangan otomatis atas besarnya
ketetapan PBB-P2 terhutang Tahun 2022.

PBB-P2 2021 : Besarnya ketetapan PBB-P2 terhutang Tahun
2021.

PBB-P2 2022 : Besarnya ketetapan PBB-P2 terhutang Tahun
2022.

Untuk Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang
ditetapkan baru pada Tahun 2022 baik karena pemecahan bidang
maupun objek pajak baru maka besaran keringanannya dihitung
menyesuaikan dengan wilayah sekitar yang memiliki zona nilai
tanah yang sama.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngabang .
pada tanggal 3 ODanuan 2022

BUPATI LANDAK,
TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

DARIANUARTY, SH
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